SOLUSI ISLAM TERHADAP MASALAH KETENAGAKERJAAN
Hady Sutjipto™

Abstrak

Hampir di semua negara saat ini, problema ketenagakerjaan atau
perburuhan selalu tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun
berkembang. Indonesia juga sedang menghadapi berbagai persoalan serius
dalam masalah ketenagakerjaan.

Persoalannya, yang menjadi dasar akar permasalahan
ketenagakerjaan ? Bagaimana tanggung jawab negara mengatasi masalah
ketenagakerjaan? Dan bagaimana Islam menyelesaikan masalah kontrak
pengusah-pekerja ?

Akar permasalahan ketenagakerjaan terletak pada pemenuhan
kebutuhan hidup. Tanggung jawab negara adalah memberikan jaminan
pemenuhan kebutuhan pokok kepada rakyat, dan Islam telah mengatur
secara jelas dan rinci tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan
ijaratul ajir (kontrak kerja).

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, dan Solusi Islam

Pendahuluan

Berbagai persoalan bangsa yang dihadapi Indonesia semakin hari
semakin bertambah dan cenderung mengalami peningkatan dari segi
intensitas masalah dan kedalaman masalah yang dihadapi. Selain
problematika dibidang politik-pemerintah, ekonomi, sosial kemasyarakatan,
hukum dan perundangan, pendidikan, dan layanan kesehatan, Indonesia juga
sedang menghadapi  berbagai persoalan serius dalam  masalah
ketenagakerjaan. Berbagai persoalan ketenagakerjaan terus bermunculan dan
tak kunjung tuntas diselesaikan. Tingginya tingkat pengangguran, persoalan
ketersediaan lapangan kerja, sumber daya manusia yang berkualitas rendah,
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masalah upah, kesejahteraan buruh, tunjangan sosial, persoalan buruh
wanita, persoalan pekerja di bawah umur, persoalan buruh kontrak, dan
persoalan yang muncul akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) seolah
mewarnai kondisi ketenagakerjaan dewasa ini. Karenanya, menjadi suatu
keharusan jika ingin menyelesaikan berbagai persoalan tersebut untuk
mengkaji lebih dalam apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya krisis
multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemudian mencari solusi
alternatif untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Berbagai masalah ketenagakerjaan yang muncul tidaklah muncul
semata-mata disebabkan potret dunia ketenagakerjaan semata. Namun
persoalan-persoalan tersebut muncul dan diakibatkan juga oleh berbagai
persoalan yang mendasar dibidang politik-pemerintahan, sosial-ekonomi
kemasyarakatan, pendidikan dan lain sebagainya. Persoalan tingginya
tingkat pengangguran, persoalan ketersediaaan lapangan kerja; masalah
tingkat upah dan kesejahteraan buruh, tunjangan sosial, persoalan buruh
wanita dan pekerja di bawah umur tidaklah terlepas dari kondisi politik-
pemerintahan dan kondisi sosial ekonomi bangsa. Akibatnya kebijakan yang
keliru dibidang politik dan ekonomi, bangsa Indonesia menghadapi berbagai
persoalan ekonomi serius. Salah satunya adalah tingginya tingkat
pengangguran. Berbagai kebijakan dan langkah pemerintah tidak mampu
mendorong iklim investasi yang sehat di sektor riil, sehingga dapat
menciptakan lapangan kerja baru. Sebaliknya pemerintah justru lebih
berpihak dan mendorong tumbuhnya sektor non riil seperti sektor perbankan
dan keuangan ribawi yang justru berakibat pada masuknya Indonesia pada
perangkap krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi. Akibatnya
perusahaan-perusahaan di sektor riilpun ikut terganggu bahkan ada yang
harus gulung tikar. Pengangguran adalah hal yang semakin tidak terelakan.
Tentu saja, hal ini menambah daftar panjang pengangguran di Indonesia.

Demikian pula akibat pengelolaan kekayaan negara yang salah,
sumber daya alam berlimpah yang seharusnya dapat dinikmati rakyat dalam
bentuk tunjangan sosial seperti pendidikan, dan kesehatan murah.
Masyarakat harus membayar mahal untuk mendapatkan pendidikan dan
kesehatan. Bahkan yang sangat menyakitkan adalah ketika pemerintah lebih
patuh pada arahan IMF untuk mencabut subsidi pendidikan dan kesehatan,
Dibanding memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kondisi ini semakin
membuat mahalnya tunjangan sosial berupa pendidikan dan kesehatan.
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Akibatnya masyarakat termasuk para pekerjapun mencari jalan agar mereka
dapat memperoleh tunjangan sosial. Bentuk yang sering dilakukan adalah
tuntutan kepada perusahaan mereka, bisa berupa demonstrasi, sampai mogok
massal.

Demikian juga masalah rendahnya kualitas SDM dan rendahnya upah
pekerja, bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Masalah ini sangat terkait
dengan dunia pendidikan kita yang tidak mampu menciptakan SDM yang
berkualitas, sehingga mereka mempunyai posisi tawar yang tinggi dalam
pasar tenaga kerja. Hal ini mudah dipahami karena sebagian besar
masyarakat tidak mampu memperoleh pendidikan yang tinggi akibat
mahalnya biaya pendidikan. Akibatnya, ketika mereka masuk ke pasar
tenaga kerja mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Ini berdampak
pada rendahnya upah yang harus mereka terima. Rendahnya upah pekerja
juga sangat erat kaitannya dengan suplai tenaga kerja yang jauh lebih besar
dari permintaannya. Pertumbuhan angkatan kerja yang masuk pasar tenaga
kerja jauh lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan permintaan tenaga
kerja. Hal ini berdampak pada rendahnya ”harga” (upah) tenaga kerja.

Hal yang sama juga terlihat dari permasalahan buruh wanita dan
pekerja di bawah umur. Kondisi krisis ekonomi mengharuskan mereka terjun
ke dalam pasar tenaga kerja. Akibat desakan ekonomi, para wanita yang
lazimnya lebih banyak bertanggungjawab di dalam rumah, terpaksa harus
ikut berkompetisi mencari tambahan penghasilan. Semata-mata agar mereka
dapat tetap hidup di tengah berbagai kesulitan hidup yang dihadapi oleh
keluarga mereka. Lebih ironis lagi, tidak jarang para wanita ini, kemudian
menjadikan tubuh mereka sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan.

Hal yang sama juga terjadi pada dunia anak-anak. Bagi sebagian besar
mereka ungkapan dunia anak adalah dunia belajar dan bermain adalah tidak
berlaku lagi. Mereka harus dan dipaksa untuk terjun ke dalam kompetisi
yang seharusnya menjadi pertarungan orang dewasa. Sebagian mereka tidak
dapat melanjutkan pendidikan akibat tidak adanya dana. Bahkan mereka
dipaksa untuk membantu keluarga mencukupi keperluan hidupnya.

Demikian juga persoalan pekerja kontrak dan pemutusan hubungan
kerja (PHK). la menjadi suatu persoalan serius karena PHK dianggap
sebagai pemutusan sumber hidup. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah
hal alami dalam dunia ketenagakerjaan. PHK ini menjadi salah satu sumber
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pengangguran di Indonesia. Menurut Centre for Labor and Development
(CLDS), pada tahun 2002, jumlah pengangguran diperkirakan sebesar 42
juta orang (Republika, 13/05/02). Selama sesuai dengan kesepakatan (akad)
kerja bersama dan selama pekerja dan pengusaha menerima keputusan
secara baik, PHK bukanlah sesuatu yang harus ditakuti apalagi ditentang.
Selain itu juga sulitnya mencari penyelesaian damai dalam sengketa
perburuhan membuat kemudian kalangan pengusaha dan pekerja mencari
cara yang mereka anggap aman dan menguntungkan untuk mendapatkan apa
yang mereka pandang sebagai hak mereka. Bagi pengusaha, umumnya
berlindung pada posisi mereka yang lebih kuat dan terkesan tidak
membutuhkan pekerja yang terlalu banyak menuntut. Sementara bagi pihak
pekerja, lebih memilih mogok dan unjuk rasa baik secara damai maupun
dengan kekerasan. Pilihan ini dianggap lebih efektif, dibandingkan melalui
jalan negosiasi atau melalui perantara pemerintah. Hal ini terjadi karena
masing-masing pihak yakni pengusaha dan pekerja tidak percaya dengan apa
yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa yang mereka
hadapi.

Demikianlah gambaran kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan
berbagai masalah yang terkait dengannya. Kalau kita cermati secara jeli,
maka masalah ketenagakerjaan bukanlah masalah yang berdiri sendiri dan
terlepas dari persoalan lainnya. la bukan hanya sekedar masalah kontak kerja
antara pengusaha dan pekerja, namun dia menjadi juga persoalan yang
terkait dengan kebijakan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lain
sebagainya.

Akar Masalah Ketenagakerjaan

Mencermati  secara lebih  mendalam  berbagai  persoalan
ketenagakerjaan yang ada, maka masalah tersebut berpangkal dari persoalan
pokok “upaya pemenuhan kebutuhan hidup” serta upaya meningkatkan
kesejahteraan hidup. Persoalan pemenuhan kebutuhan pokok, baik
kebutuhan akan barang seperti pangan, sandang, dan papan; maupun jasa
seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah akar penyebab utama
sekaligus faktor pendorong terjadinya permasalahan ketenagakerjaan.
Terjadinya kelangkaan lapangan kerja menyebabkan sebagian anggota
masyarakat menganggur dan ini berdampak pada ketidakmampuan mereka
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memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjunnya kalangan wanita dan anak-anak
ke dunia ketenagakerjaan tidak terlepas dari upaya mereka untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya sekaligus dalam rangka
meningkatkan kesejahteran hidup.

Demikian juga persoalan gaji yang rendah berdampak pada
pemenuhan kebutuhan; tuntutan kenaikan gaji agar dapat memenuhi
kebutuhan yang lebih baik; tuntutan tunjangan sosial berupa pendidikan dan
kesehatan agar kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan dapat dipenuhi.
Bahkan persoalan pekerja kontrak dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
akan berpengaruh dan sangat terkait erat dengan persoalan pemenuhan
kebutuhan pokok.

Karena akar permasalahannya terletak pada pemenuhan kebutuhan
hidup. Dengan demikian, agar persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan
dengan tuntas, persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat harusnya juga
menjadi fokus perhatian. Selain itu, penyelesaian berbagai masalah
ketenagakerjaan perlu dilakukan dengan tetap mencari solusi yang paling
menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak ada yang terzalimi, baik
pekerja maupun pengusaha.

Karenanya, langkah penting yang dilakukan adalah melakukan
kategorisasi, dengan memisahkan permasalahan ketenagakerjaan yang
terkait erat dengan pemenuhan kebutuhan dan masalah yang langsung
berhubungan dengan masalah kontrak kerja pengusaha dan pekerja.

Untuk kategori pertama, yakni masalah ketenagakerjaan yang
berhubungan erat dengan masalah pemenuhan kebutuhan, contohnya adalah
persoalan ketersediaan lapangan kerja; pengangguran, lemahnya SDM,
tuntutan kenaikan upah, tuntutan tunjangan sosial, masalah buruh wanita,
dan pekerja di bawah umur. Sedangkan untuk kategori kedua, yakni
permasalahan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja ini mencakup
persoalan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian sengketa perburuhan,
dan lain sebagainya.

Persoalan pertama, yakni masalah ketenagakerjaan yang berhubungan
dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, sangat erat kaitannya
dengan fungsi dan tanggungjawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya. Persoalan ini haruslah diselesaikan melalui kebijakan dan
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implementasi negara dan tidak menyerahkan penyelesaiannya semata kepada
pengusaha dan pekerja. Sedangkan persoalan kedua, yakni masalah kontrak
kerja, dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan pekerja. Pemerintah
dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus penengah jika
terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengusaha dan pekerja.

Dengan mengkaji secara mendalam hukum-hukum Islam, kita dapati
bahwa Islam sebagai prinsip ideologi telah berusaha mengatasi berbagai
persoalan yang muncul dalam ketenagakerjaan secara fundamental dan
konprehensif. Dalam memecahkan masalah tersebut, Islam memahami
bahwa penyelesaiannya perlu memperhatikan faktor penyebab utama
munculnya persoalan ketenagakerjaan. Untuk persoalan yang muncul akibat
kebijakan Negara dalam bidang politik ekonomi, menurut Islam negaralah
yang bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. Sedangkan masalah
ketenagakerjaan yang muncul akibat semata hubungan pengusaha dan
pekerja, maka ini seharusnya dapat diselesaikan sendiri oleh pengusaha dan
pekerja. Islam telah menjelaskan secara rinci bagaimana kontrak kerja
pengusaha-pekerja melalui hukum-hukum yang menyangkut ijaratul ajir.
Dengan dipatuhi ketentuan-ketentuan Islam dalam hubungan pengusaha dan
pekerja, diharapkan masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan dengan
lebih baik.

Tanggung Jawab Negara Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, Islam
mewajibkan Negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa
yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi merupakan
tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk
mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam
bidang ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan
yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer)
tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang
memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, Islam
memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat dengan
fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu (pribadi),
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bukan sekedar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara.
Hal ini berarti Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan secara
individual dan bukan secara kolektif. Dengan kata lain, bagaimana agar
setiap individu masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok
sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga dapat
memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier). Bukan sekedar
meningkatkan taraf hidup secara kolektif yang diukur dari rata-rata
kesejahteraan seluruh anggota masyarakat (GNP ). Dengam demikian aspek
distribusi sangatlah penting, sehingga dapat dijamin secara pasti bahwa
setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya .

Ketika mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaan tentang
ekonomi kepada manusia, Allah SWT telah mensyariatkan hukum-hukum
tersebut untuk pribadi, masyarakat, dan negara. Sedangkan pada saat
mengupayakan adanya jaminan kehidupan serta jaminan pencapaian
kemakmuran, Islam telah menetapkan bahwa semua jaminan harus
direalisasikan dalam sebuah negara yang memiliki pandangan hidup (way of
life) tertentu. Oleh karena itu, sistem Islam memperhatikan hal-hal yang
menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam merealisasikan jaminan
kehidupan serta jaminan pencapaian kemakmuran.

Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Yang termasuk dalam kebutuhan pokok (primer) dalam pandangan
Islam mencakup kebutuhan terhadap barang-barang tertentu berupa pangan,
sandang, dan papan serta kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu berupa
pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Islam menjamin tercapainya
pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara (muslim
dan non muslim) secara menyeluruh baik kebutuhan yang berupa barang
maupun jasa.

Dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat,
menurut Islam negara menetapkan suatu strategi politik yang harus
dilaksanakan agar pemenuhan tersebut dapat berjalan dengan baik. Secara
garis besar strategi pemenuhan kebutuhan pokok dibedakan antara
pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang dengan kebutuhan pokok
berupa jasa. Dalam hal ini dibutuhkan strategi pemenuhan kebutuhan pokok
berupa barang sandang, pangan, dan papan; dan strategi pemenuhan

Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan (Hady Sutjipto) 431



kebutuhan pokok berupa jasa keamanan, kesehatan dan pendidikan.
Pengelompokkan ini dilakukan karena terdapat perbedaan antara
pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok antara kebutuhan yang
berbentuk barang dengan yang berbentuk jasa.

Untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang negara
memberikan jaminan dengan mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan
menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan
tersebut. Sedangkan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasa pokok
dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni negara secara langsung
memenuhi kebutuhan jasa pokok tersebut.

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Barang (Pangan, Sandang,
dan Papan)

Untuk menjamin terlaksananya strategi pemenuhan kebutuhan pokok
pangan, sandang, dan papan, maka Islam telah menetapkan beberapa hukum
untuk melaksanakan strategi tersebut. Adapun strategi pemenuhan
kebutuhan tersebut dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan
dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan strategi tersebut. Adapun tahap-
tahap strategi tersebut adalah :

Langkah pertama: Memerintahkan kepada setiap kepala keluarga
untuk bekerja.

Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh, kecuali
apabila manusia berusaha mencarinya. Islam mendorong manusia agar
bekerja, mencari rizki, dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum
mencari rezeki tersebut adalah fardhu. Banyak ayat dan hadits yang telah
memberikan dorongan dalam mencari nafkah. Allah SWT berfirman:

“Dialah (Allah)yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian rezeki-
Nya” (QS. Al-Mulk : 15).

Firman-Nya juga :

“...Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia

Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu
beruntung” (QS. Al-Jumu’ah :10).
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Nash-nash di atas juga memberikan penjelasan kepada kita, bahwa
pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan
kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri, yakni dengan
“bekerja”.

Langkah kedua: Negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan kerja
agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan.

Jika orang-orang yang wajib bekerja telah berupaya mencari
pekerjaan, namun ia tidak memperoleh pekerjaan sementara ia mampu
bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka negara wajib
menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan berbagai fasilitas agar
orang yang bersangkutan dapat bekerja untuk mencari nafkah penghidupan.
Sebab, hal tersebut memang menjadi tanggung jawab negara. Rasullah saw
bersabda :

“Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan
ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR.
Bukhari dan Muslim).

Al-Badri (1992), menceritakan bahwa suatu ketika Amirul Mukminin,
Umar bin Khathab ra. memasuki sebuah masjid di luar waktu shalat lima
waktu. Didapatinya ada dua orang yang sedang berdoa kepada Allah SWT.
Umar ra lalu bertanya : “Apa yang sedang kalian kejakan, sedangkan orang-
orang di sana kini sedang sibuk bekerja? Mereka menjawab :“Ya Amirul
Mukminin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada
Allah SWT.” Mendengar jawaban tersebut, maka marahlah Umar ra, seraya
berkata : “Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian
tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak”
Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari mesjid namun memberi mereka
setakar biji-bijian. Beliau katakan kepada mereka :“Tanamlah dan
bertawakallah kepada Allah”.

Dari sinilah, maka para ulama menyatakan bahwa wajib atas Waliyyul
Amri (pemerintah) memberikan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari
kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan
bagian tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan
rakyat. ltulah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar’iy, dan telah
diterapkan oleh para pemimpin negara Islam (Daulah Islamiyah), terutama
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di masa-masa kejayaan dan kecemerlangan penerapan Islam dalam
kehidupan.

Langkah ketiga: Memerintahkan kepada setiap ahli waris atau kerabat
terdekat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang
tertentu, jika ternyata kepala keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi
kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya

Jika negara telah menyediakan lapangan pekerjaan dan berbagai
fasilitas pekerjaan, namun seorang individu tetap tidak mampu bekerja
sehingga tidak mampu mencukupi nafkah anggota keluarga yang menjadi
tanggungjawabnya, maka kewajiban nafkah itu dibebankan kepada para
kerabat dan ahli warisnya, sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar  kesanggupannya. Janganlah seorang ibu  menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan
ahli warispun berkewajiban demikian...”(QS. Al-Bagarah :233).

Ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa adanya kewajiban atas ahli
waris. Seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya (yang
tidak mampu) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maksud “al
waarits” pada ayat tersebut, bukanlah hanya orang yang telah mendapat
warisan semata, tetapi semua orang yang berhak mendapat warisan dalam
semua keadaan. Rasulullah saw telah bersabda :

“Kamu dan hartamu adalah untuk (keluarga dan) bapakmu” (HR. lbnu
Majah).

Jika ada yang mengabaikan kewajiban nafkah kepada orang-orang
yang menjadi tanggungjawabnya, sedangkan ia berkemampuan untuk itu,
maka negara berhak memaksanya untuk memberikan nafkah yang menjadi
kewajibannya. Hukum-hukum tentang nafkah ini telah banyak diulas
panjang lebar dalam kitab-kitab figh Islam.

Langkah keempat: Mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu
untuk memenuhi sementara kebutuhan pokok (pangan) tetangganya yang
kelaparan.
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Jika seseorang tidak mampu memberi nafkah terhadap orang-orang
yang menjadi tanggungjawabnya, baik terhadap sanak keluarganya atau
mahramnya, dan iapun tidak memiliki sanak kerabat atau mahram yang
dapat menanggung kebutuhannya, maka kewajiban pemberian nafkah itu
beralih kepada baitul mal (negara). Namun sebelum kewajiban tersebut
beralih kepada negara, dalam rangka menjamin hak hidup orang-orang yang
tidak mampu tersebut, maka Islam juga telah mewajibkan kepada tetangga
dekatnya yang muslim untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok orang-
orang tersebut, khususnya berkaitan dengan kebutuhan pangan untuk
menyambung hidup. Dalam hal ini Rasulullah saw pernah bersabda :

“Tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak beriman
kepadaku, orang yang pada malam hari tidur dalam keadaan kenyang
sementara tetangganya kelaparan dan dia mengetahui hal tersebut”
(HR. Al-Bazzar).

Bantuan tetangga itu tentunya hanya bersifat sementara sehingga
tetangganya tidak meninggal karena kelaparan. Untuk jangka panjang, maka
negara yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebab
memang negara (baitul mal) berfungsi menjadi penyantun orang-orang
lemah dan butuh, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur
urusan rakyatnya.

Langkah kelima: Negara secara langsung memenuhi kebutuhan
pangan, sandang, dan papan dari seluruh warga negara yang tidak mampu
dan membutuhkan.

Menurut Islam, negara (baitul mal) berfungsi menjadi penyantun
orang-orang lemah dan membutuhkan, sedangkan pemerintah adalah
pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. Dalam hal ini negara akan
diminta pertanggungjawaban terhadap rakyat yang menjadi tanggungannya.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok individu masyarakat yang tidak
mampu memenuhi kebutuhannya secara sempurna —baik karena mereka
telah berusaha namun tidak cukup (fakir dan miskin) ataupun terhadap
orang-orang yang lemah dan cacat yang tidak mampu untuk bekerja- maka
negara harus menempuh berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup
mereka.

Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan (Hady Sutjipto) 435



Negara dapat saja memberikan nafkah baitul mal tersebut berasal dari
harta zakat yang merupakan kewajiban Syar iy, dan diambil oleh negara dari
orang-orang kaya, sebagaimana firman Allah SWT :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. At-Taubah :103).

Pangan dan sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang harus
terpenuhi. Tidak seorangpun yang dapat melepaskan diri dari dua kebutuhan
itu. Oleh karena itu, Islam menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok
yang harus diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.
Demikianlah, negara harus berbuat sekuat tenaga dengan kemampuannya,
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan dan memungkinkan dinikmati oleh setiap individu yang tidak
mampu meraih kemaslahatan itu.

2. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Berupa Jasa (Pendidikan, Kesehatan
dan Keamanan)

Pendidikan, kesehatan, dan keamanan, adalah kebutuhan asasi dan
harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Berbeda dengan kebutuhan
pokok berupa barang (pangan, sandang, dan papan), dimana Islam melalui
negara menjamin pemenuhannya melalui mekanisme yang bertahap. Maka
terhadap pemenuhan kebutuhan jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan
dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini
karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum”
(ri’ayatu asy syu-uun) dan kemaslahatan hidup terpenting. Islam telah
menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan
dasar tersebut adalah negara. Negaralah yang harus mewujudkannya, agar
dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim, miskin
atau kaya. Sedangkan seluruh biaya yang diperlukan, ditanggung oleh Baitul
Maal.

Dalam masalah pendidikan, menjadi tanggung jawab negara untuk
menanganinya, dan termasuk kategori kemaslahatan umum yang harus
diwujudkan oleh negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat. Gaji guru,
misalnya, adalah beban yang harus dipikul negara dan pemerintah dan
diambil dari kas baitul mal. Rasulullah SAW telah menetapkan
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kebijaksanaan terhadap para tawanan perang Badar. Beliau katakan bahwa
para tawanan itu bisa bebas sebagai status tawanan, apabila seorang tawanan
telah mengajarkan 10 orang penduduk Madinah dalam baca-tulis. Tugas itu
menjadi tebusan untuk kebebasan dirinya.

Kita mengetahui bahwa barang tebusan itu tidak lain adalah hak milik
baitul mal. Tebusan itu nilainya sama dengan harta pembebasan dari
tawanan lain dalam perang Badar itu. Dengan tindakan tersebut (yakni
membebankan pembebasan tawanan itu ke baitul mal dengan cara menyuruh
para tawanan tersebut mengajarkan kepandaian baca-tulis), berarti
Rasulullah SAW telah menjadikan biaya pendidikan itu setara dengan
barang tebusan. Artinya, beliau SAW, memberi upah kepada para pengajar
itu dengan harta benda yang seharusnya menjadi milik baitul mal.

Menurut Al-Badri (1990), Ad Damsyiqy menceritakan suatu peristiwa
dari Al Wadliyah bin atha’, yang mengatakan bahwa di kota Madinah ada
tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Oleh Khalifah Umar Ibnu Al
Khathab, atas jerih-payah itu beliau memberikan gaji kepada mereka sebesar
15 dinar setiap bulan (satu dinar = 4,25 gram emas). Totalnya 63,75 gram
emas. Jadi kalaulah dianggap satu gram emas harganya sekitar Rp 70.000,
berarti gaji guru, pengajar anak-anak, lebih kurang Rp. 4.462.5000.
(Bandingkan dengan gaji guru sekarang).

Pendidikan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia.
Sementara negara berkewajiban menjadikan sarana-sarana dan tempat-
tempat pendidikan. Rasulullah SAW bersabda:

“Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah”
(HR Thabrani).

Al-Badri (1990) juga menceritakan Imam Ibnu Hazm, dalam kitab “A/
Ahkaam”, setelah memberikan batas ketentuan untuk ilmu-ilmu yang tidak
boleh ditinggalkan, agar ibadah dan mu amalah kaum muslimin dapat
diterima (sah). Beliau menjelaskan bahwa seorang imam atau kepala negara
berkewajiban memenuhi  sarana-sarana pendidikan, sampai pada
ungkapannya:

“Diwajibkan atas seorang imam untuk menangani masalah itu dan
menggaji orang-orang tertentu untuk mendidik masyarakat”.
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Mencari ilmu adalah kewajiban yang harus dipikul oleh setiap
individu (fardlu ‘ain). llmu-ilmu lain yang bersifat fardlu kifayah (fardlu
atas sebagian kaum muslimin) tidak akan gugur kewajiban mencarinya
sebelum sebagian kaum muslimin berhasil melaksanakannya dalam batas
yang mencukupi. Misalnya : ilmu ekonomi, kedokteran, industri,
elektronika, mekanika, dan ilmu-ilmu lain yang sangat bermanfaat dan
dibutuhkan dalam kehidupan kaum muslimin.

Adapun yang berhubungan dengan jaminan kesehatan, diriwayatkan
bahwa Mauqugis, Raja Mesir, pernah menugaskan (menghadiahkan) seorang
dokter (ahli pengobatan)nya untuk Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW,
dokter tersebut dijadikan sebagai dokter kaum muslimin dan untuk seluruh
rakyat, dengan tugas mengobati setiap anggota masyarakat yang sakit.
Tindakan Rasulullah SAW itu, dengan menjadikan dokter tersebut sebagai
dokter kaum muslimin, menunjukkan bahwa hadiah tersebut bukanlah untuk
kepentingan pribadi. Dengan demikian, hadiah semacam itu bukanlah
khusus diperuntukkan bagi Beliau, tetapi untuk kaum muslimin, atau untuk
negara. Lain halnya apabila hadiah tersebut dipakai oleh beliau pribadi,
seperti selimut bulu dan keledai hadiah dari Raja Aikah, misalnya, maka
hadiah seperti itu memang khusus untuk pribadi, bukan untuk seluruh kaum
muslimin.

Dijadikannya keamanan sebagai salah satu kebutuhan (jasa) yang
pokok mudah dipahami, sebab tidak mungkin setiap orang dapat
menjalankan seluruh aktivitasnya terutama aktivitas yang wajib seperti
kewajiban ibadah, kewajiban bekerja, kewajiban bermuamalat secara Islami
termasuk menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan ketentuan Islam
tanpa adanya keamananan yang menjamin pelaksanaannya. Untuk
melaksanakan ini semua maka negara haruslah memberikan jaminan
keamanan bagi setiap warga negara.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa keamanan adalah salah satu
kebutuhan jasa pokok adalah sabda Rasulullah saw :

“Barangsiapa yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan
aman kelompoknya, sehat badannya, memilliki bahan makanan untuk
hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya” (Al-Hadits).
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Mekanisme untuk menjamin keamanan setiap anggota masyarakat,
adalah dengan jalan menerapkan aturan yang tegas kepada siapa saja yang
akan dan mengganggu keamanan jiwa, darah, dan harta orang lain. Sebagai
gambaran kepada siapa saja yang mengganggu keamanan jiwa orang lain,
yakni dengan jalan membunuh orang lain, maka orang tersebut menurut
hukum Islam harus dikenakan sanksi berupa gishash, yakni hukum balasan
yang setimpal kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Termasuk
didalamnya keamanan harta milik pekerja dari upah yang seharusnya
mereka miliki. Serta keamanan harta milik pengusaha dari perusahaan dan
asset yang mereka miliki.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan jaminan
terhadap pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga masyarakat, berupa
pangan, sandang, papan. Demikian juga Islam telah menjamin
terselenggaranya penanganan masalah pendidikan, kesehatan, dan
keamanan. Dijadikannya semua itu sebagai kewajiban negara dan bagian
dari tugasnya sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat. Negaralah
yang melaksanakan dan menerapkannya berdasarkan syari’at Islam.

Dengan dilaksanakan politik ekonomi Islam tersebut, beberapa
permasalahan pokok ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masalah
pemenuhan kebutuhan pokok dapat diatasi. Pengangguran diharapkan akan
berkurang karena ketersedian lapangan kerja dapat di atasi; masalah buruh
wanita dan pekerja di bawah umur tidak akan muncul karena mereka tidak
perlu harus terjun ke pasar tenaga kerja untuk mencari nafkah memenuhi
kebutuhan hidupnya. Demikian permasalahan tunjangan sosial berupa
pendidikan dan kesehatan bukanlah masalah yang harus dikhawatirkan
pekerja. Termasuk jaminan untuk memperoleh upah yang menjadi hak
pekerja dapat diberikan.

Cara Islam Menyesaikan Masalah Kontrak Pengusaha-Pekerja

Kontak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerjasama
yang harusnya saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena ia
memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang
dibutuhkan pengusaha. Sebaliknya pekerja diuntungkan Kkarena ia
memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena ia
memberikan jasa kepada pengusaha. Karena itulah  hubungan
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ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang
harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak mendzalimi dan
merasa didzalimi oleh pihak lainnya.

Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan
semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya
secara jelas dan rinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan
ijaratul ajir (Kontrak kerja). Pengaturan tersebut mencakup penetapan
ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan
pekerja; penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang
terjadi antara pengusaha dan pekerja. Termasuk ketentuan yang mengatur
bagaimana cara mengatasi tindakan kedzaliman yang dilakukan salah satu
pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya. Untuk itu ada
beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan
menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan
kontrak Kkerja antara pengusaha dan pekerja. Langkah-langkah tersebut
adalah :

1. Mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai
dengan ketentuan Islam dalam akad ijaratul ajir

Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa
yang disebut dengan ljaratul Ajir, yakni bekerja dalam rangka memberikan
jasa (berupa tenaga maupun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan
sejumlah upah tertentu. ljarah adalah pemberian jasa dari seorang ajiir
(orang yang dikontrak tenaganya) kepada seorang musta jir (orang yang
mengontrak tenaga), serta pemberian harta dari pihak musta jir kepada
seorang ajiir sebagai imbalan dari jasa yang diberikan. Oleh karena itu ijarah
didefinisikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan
(kompensasi).

Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat yakni pihak
yang memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan yang
disebut dengan pekerja (ajir) dan pihak penerima jasa atau pemberi
pekerjaan yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan
pengusaha/majikan (musta jir). Menurut Islam suatu transaksi ijarah yang
akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah.
Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah:
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1)

)

©)

Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang
haram. Sehingga dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian
memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti
untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan
lain-lain. Namun tidak dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk
keahlian membuat minuman keras (khamr), membuat narkotika dan
obat-obat terlarang atau segala aktivitas yang terkait dengan riba.

Memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah yakni: (a) orang-orang yang
mengadakan transaksi (ajiir & musta’jir) haruslah sudah mumayyiz
yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk. Sehingga tidak sah
melakukan transaksi ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum
mumayyiz seperti anak kecil yang belum mampu membedakan baik dan
buruk, orang yang lemah mental, orang gila, dan lain sebagainya; (b)
Transaksi (akad) harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak
boleh karena ada unsur paksaan.

Transaksi (akad) ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang
jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak
yang bertransaksi. ljarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang
dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajiir,
maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak
seorang ajiir tadi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta
tenaganya. Oleh Kkarena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan,
sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur,
hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya juga harus ditentukan,
semisal harian, bulanan, atau tahunan. Di samping itu, upah kerjanya
juga harus ditetapkan. Karena itu dalam transaksi ijarah maka hal-hal
yang harus jelas ketentuannya adalah menyangkut: (a) bentuk dan jenis
pekerjaan, (b) masa kerja; (c) upah kerja; (d) tenaga yang dicurahkan
saat bekerja

Dengan jelasnya dan rincinya ketentuan-ketentuan dalam transaksi

ijjaratul ajir tersebut, maka diharapkan masing-masing pihak dapat
memahami hak dan kewajibannya. Pihak pekerja di satu sisi wajib
menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya; sesuai dengan transaksi yang
ada; di sisi lain ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan
yang ada. Demikian pula pihak pengusaha berkewajiban membayar upah
pekerja dan menghormati transaksi kerja yang telah dibuat dan tidak bisa
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bertindak semena-mena terhadap pekerja. Misalnya secara sepihak
melakukan PHK; memaksa pekerja bekerja diluar jam kerjanya. Namun
pengusaha juga berhak mendapatkan jasa yang sesuai dengan transaksi dari
pekerja; berhak menolak tuntutan-tuntuan pekerja diluar transaksi yang
disepakati seperti tuntutan kenaikan gaji, tuntutan tunjangan, dan lain
sebagainya.

2. Negara akan mencegah tidak kedzaliman yang dilakukan satu pihak
kepada pihak lainnya.

Kedzaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap
pekerja dan sebaliknya dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha.
Termasuk kedzaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka
yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja
diluar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja
secara semena-mena termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja seperti
hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia
sakit, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pengusaha yang dzalim rasul
telah mengingatkan dalam haditsnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu
Hurairah ra bahwa: Nabi saw. Bersabda. Allah SWT. berfirman:

"Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang
yang telah memberikan (baiat kepada Khalifah) karena Aku, lalu
berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka,
lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang
mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan
pekerjaannya, sedang orang itu tidak memberikan upahnya (HR
Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Sedangkan kedzaliman yang dilakukan pekerja terhadap pengusaha
adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak
pengusaha seperti bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan, tidak melakukan
pengrusakan terhadap asset milik pengusaha, dan lain sebagainya.

Dalam rangka mencegah kedzaliman yang terjadi dalam kontrak kerja
tersebut, maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada
siapa saja yang melakukan kedzaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja.
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Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kedzaliman antara satu
pihak terhadap pihak lainnya.

3. Menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian persengkatan
dalam kontrak kerja

Meskipun Islam telah mengantisipasi segala hal yang dapat
menyebabkan persengkataan antara pengusaha dan pekerja, yakni dengan
jalan menetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat rinci seperti yang
dikemukakan di atas, namun peluang terjadinya perselisihan pengusaha dan
pekerja masih ada. Untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara
pengusaha dan pekerja baik dalam masalah gaji, masalah penetapan beban
kerja, dan persoalan lainnya, maka Islam memberikan solusi dengan jalan
pembentukan wadah penyelesaian persengketaan perburuhan. Wadah ini
dapat berbentuk perorangan maupun lembaga yang ditunjuk baik oleh kedua
pihak yang bersengketa, maupun disediakan oleh negara untuk
menyelesaikan berbagai persengketaan perburuhan. Wadah atau badan ini
semacam ‘“badan arbitrase” yang keputusannya diharapkan bersifat mengikat
dan final. Orang yang duduk di dalam badan ini adalah orang-orang yang
adil dan mereka yang ahli dalam masalah perburuhan. Tenaga ahli yang
disebut khubara’ inilah yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan
tersebut.

Penutup

Demikianlah pandangan dan cara Islam mengatasi dan menyelesaikan
masalah ketenagakerjaan yang ada. Solusi yang ditawarkan Islam bukanlah
solusi yang tambal sulam, melainkan solusi yang fundamental, dan
konprehensif terhadap persoalan-persoalan masyarakat termasuk masalah
ketenagakerjaan. Sudah saatnya bangsa Indonesia berpaling kepada Islam
untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa termasuk masalah
ketenagakerjaan.
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